
a. bahwa dslam rangka mendukung kelancaran 
penyelenggaraan pcndidikan dan pelatihan di Iingkungan 
Badan Koordinasi Pcnunamun Modal dipandang perlu 
menyusun pcdornan tcknis scbagai rujukan baik bagi unit 
penyclenggara dun evaluasi pendidikan dan pelatihan 
maupun seluruh pegawai di lingkurrgan Sadan Koordinasi 
Penanaman Modal dun inslunsi lain dalarn memperoleh 
informasi ya.ng berkaitun dcngan pendidikan dan 
pelatihan; 

b. bahwa berdasarkan perrimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu rncnctapkan Peraruran Kepala Badan 
Koordinasi Pcnanaman Mod,11 Lcntang Pedornan dan 
Evaluasi Pcnyclcnggaraan Pcndidikan dan Pelatihan 
Teknis Pelayanan Tcrpadu Sutu Pintu Bidang Pensnaman 
Modal Tingkat Pcrtama; 

l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok­ 
Pokok Kepegawaian (Lcmbarun Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor SS, Tambahari Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 304 I}, sebagaimana telah 
diubah dcngan Undang-Undung Nomor 43 Tahun 1999 
(Lcmbaran Ncgura Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tarnbahun Lcmbarun Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undung Nomor 20 Ta'hun 2003 tcntang Sistem 
Pendidikan Nusional [Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahon 2003 Nornor 78, Tambahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 430 I); 

3. Undang-Undang ... 
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MF.:MUTUSKAN ..• 

7. Peraturan Kepala Badan Kcordinasi Penanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2009 tentang S.istem Pelayanan 
tnforrnasi dan Perizinan lnvestast Secara Elektronik; 

8. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanarnan Modal 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pola Pembinaan dan 
Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal 
Nomer 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, 
Pernbinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Di Biclang Penanaman Modal; 

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nemer 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara 
PengendaJian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

LI. Peraruran Kepala Baden Koordinasi Penanarnan Modal 
Nomer 5 Tahun 2013 tentang Pedornan dan Tata Cara 
Perizinan dan Nonperizinan Pcnanarnan Modal 

. ._,, 

3. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2007 tentang 
Pcnanaman ModaJ [Lernbarnn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

4. Pcraturan Pemcrintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan den Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
198, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4019); 

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Sadan 
Koordinasi Penanaman Modal scbagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nemer S6 Tahun 2012 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
210); 

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal 
Nomer 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Koerdinasi Penanarnan Modal, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 
Badan 'Koordinasi Penanaman Modal Nomor I Tahun 
2011; 
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 April 2013 
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Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 April 2013 
KEPALA BAOAN KOORDINASI PENANAMAN MODAi, 

REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

MUHAMAO CHA'J'IB BASRI 

Pasal3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia. 

Pasal 2 

Pedoman dan Evaluasi Penyelenggara.an Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Penanrunan Modal Tingkat Pertama sebagaimana tercantum 
dalarn Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan 
bagian yang tidak terpisahkan dru·i Peraturan ini. 

Pasal I 

Pedoman dan Evaluasi Penye\cnggaraan Pendidikan dart 
Pelatihan Tcknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Penanaman Modal Tingkat Pertama sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan ini merupakan acuan bagi 
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dalam penyelenggaraan 
dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Tcknis Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat, 
Pertama, 

c­ 
> 

MEMUTUSKAN: 

PERATUR.I\N KEPALA BAOAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
TENTANG PEDOMAN DAN EVALUASI PENYELENGOARAAN 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN TERPAOU 
SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL TINGKAT PERTAMA. 

Menetapkan 
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P'l'SP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan 

nonperizinan yang rnendapat pcndelegasian/pelimpahan wcwenang dari 

lembaga atau instansi yang memiliki kcwenangan perizinan dan 

nonperizinan, yang proses pengclolaannya dimulai dari tahap permohonan 
sarnpai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu 

tempat. 

pcnerbitan Pcraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanarnan Modal. 

dengan (PTSP) di Bidang Penanaman Modal, yang ditindaklanjuti 

Dalam rangka mernpercepat pcmoangunan ekonomi nasional serta 

menghadapi perekonomian global, Pemerintah menerbitkan Undang­ 

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang­ 
Undang ini mencabut dan mcnggantikan Undang-Undang Nomor I Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana relah cliubah dcngan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 don Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1968 tentang Penanarnan Modal Dalam Ncgeri sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 terscbut mengamanatkan beberapa ha! yang sangat 
penting dalam rangka meningkalkan penanarnan modal di Indonesia, yang 

salah satunya adalah pcnyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Lampiran I 
Peraluran Kepala Badan Koordirrasi Penanarnan 

Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 

Tentang Pcdoman Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal 

Tingkat Pertama 



Dalarn rangka mendukung tcrsedianya apararur yang mampu 

melaksanakan tugas dan tangungjawab secara profesional di PTSP 

Penanaman Modal tingkat pusat, provinsi don kabupatcn/kota, maka 
diperlukan pendidikan dan latihan yang berkualitas. 

,­ • 

Dalam rangka mcndukung pcnyelenggaraan PI'SP di Bidang 

Penanaman Modal, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

rnenerbitkan Pcraturan scbagai berikut: 

1. Pcraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tcntang Sistcm 

Pelayanan Infonnasi dan Perizinan Investasi Secara Elcktronik; 

2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 201 l tentang Tata Cara 
Peleksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

di Bidang Pcnanuman Modal; 
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan 

Penanaman Modal. 

Penyclenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dilaksanakan 
oleh Pemcrintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di 

tingkat pusat, penyelenggaran PTSP Bidang Pcnanaman modal 

dilaksanakan oleh BKPM, di tingkat provinsi oleh Perangkat Daerah 

Provinsi Bidang Pcnanaman Modal (PDPPM), den di tingkat 

kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
Bidang Penanaman Modal (PDKPM). 

Penyelenggruaan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan 

asas kepastian hukum, kcterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama 

dan tidak mcmbedakan esal ncgara, dan efisiensi berkeadilan, serta 

bertujuan membantu Penanarn Modal dalam mernperolch kcmudahan 

pelayanan, fasilitas fiskal, dan informusi mengenai Penanaman Modal, 

dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan 
meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizlnan dan 

nonperizinan, 

·- 
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2. Sasaran 
Sasaran Oiklat Tcknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat 
Pertarna adalah tersedianya aparatur penanaman modal yang memiliki 
kompetensi dalarn membenkan pelayanan perizinan dan nonperizinan di 
bidang penanaman modal dalam negerl yang prima. 

B. Tajuan dan Sasaran 
l. Diklat PTSP di Bidarig Penanaman Modal Tingkat Pertama bertujuan : 

a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian den keterampilan untuk dapat 

melaksanakan rugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian 
dan etika aparatur penanaman modal tingkat pusat dan daerah, 

b. Menciptakan kesamaan visi dan rnisi scrta dinamika pola pikir dalam 
memberikan pelayanan perizinan dao nonperizinan di bidang 
penanaman modal dalam negeri sesuai kewenangannya, 

Untuk menyelenggarakan Diklat Penanaman Modal Tingkat 
Pertama make diperlukan suatu Pedoman dan Evaluasi Penyclenggaraan 
Diklat Teknis Pclayanan perizinan dan nonperizinan penanarnan modal 

dalam negeri dan >1plikasi SPJPJSE yang dijalankan lewat PTSP. 

Berdasarkan Peraturan Kepala 8KPM Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Tata Cera Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pclayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Pusat Pcndidikan dan 
Pelatihan BKPM ditugaskan untuk menyclenggarakan pendidikan dan 

pclatihan {Diklat) sebagai berikut: 

I. Diktat Penanamen Modal Tingkat Pertama, yaitu pelatihan di bidang 
pelayanan perjzinan den nonperizinan penonaman modal dalam negeri 

dan aplikasi Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan Investasi Sccara 
Elektronik (SPJPISE); 

2. Diklat Penanaman Modal Tingkat Lanjutan, yaitu pelatihan di bidang 
pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal asing dan 
pendalaman SPIPISE; 

3. Diklat Penanaman Modal Tingkat Scktoral, yaitu materi pelayanan 
perizinan dan nonpcrizinan teknis sektoral penanaman modal; 

4. Diklat Kompetcnsi Pelayanan Penanaman Modal yang melipuri 

pemahaman rnatcri ketiga jenis Diklat di atas. 

. 3. 



menerbitkan perisinan dan nonpcrizinan di bidang penanaman modal; 
5. memaharni dan mampu melaks.anakan pengendalian pelaksanaan 

penanarnan modal yang meliputi pemantauan, pembinaan dan 
pengawasan; 

6. rnemahami dan mampu menjelaskan serta mengimplcmentasikan 
SPJPfSE. 

serta 4. memaharni dan mampu melakukan penilaian permohonan 

C. Kompete11si 
Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan, 

aparatur pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal 
memiliki kompetensi sebagai berikut: 

1. memahami dan mampu menjelaskan pcraturan dan kcbijakan bidang 
pcnanaman modal, dan peraturan sektor yang terkalt penanaman 
modal knususnya pclayanan perizinan dan nonperizinan di bidang 
penanaman modal dalarn negeri; 

2. memahami dan mampu menjelaskan kctentuan pcnyelenggaraan PTSP 
di Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangan Pemcrintah, 
Pcmerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 

3. mcmahami dan marnpu menjelaskan ketentuan bidang usaha dan jenis 
produksi barang/jasa serta fasilitas, fiskal dan nonfiskal dalarn rangka 
pcnanarnan modal dalam negeri; 

. 4 - 



Ketenmgan : 1 Jam pelatzhan s 45 memt 

JAM 
NO MATA DIKLAT 

PELA Tl HAN 
. 

1 Pengarahan Program l 
2 Peraturan dan Kebijakan Penanaman Modal 5 

3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang 4 

Penanaman Modal 
4 Bidang Usaha 6 
5 Fasilitas Fiska\ dan Non Fiskal Penanaman Modal 5 

6 Penielasan umum SPIPISE 2 
7 Izin Prinsip (IP) Penanamar. Modal, IP Perluasan 14 

Penanaman Modal, IP Penggabungan Pcrusahaan 
Penanaman Modal dan lzin Pernbukaan Kantor 
Ca bang 

8 lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 8 --- 9 Praktek SPIPISE fain Prinsip Penanarnan Modal 11 

10 Izin Usaha (JU), IU Perluasan, JU Perubahan dan 9 

IU Penggabungan Perusahaan - 11 11 Praktek SPlPISE Izin Usaha 

12 Pcngendalian Pelaksanaanl'enanaman Modai-- 5 -- -- - 13 Presentasi I - 82 Juml.ah 
. 

A. Kurikulum dan .Mata Dilrlat 
Untuk rncncapai kompetensi di bidang pelayanan pcrizinan dan 

nonperizinan penanaman modal dalam ncgeri yang diperlukan bagi 
aparatur penanaman modal, maka kurikulurn Diklat Teknis PTSP di 
Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertarna disusun sebagai bcrikut : 

BABII 

KURIKULU'M, MATA DlKLAT, DAN RINGKASAN MA.TERI 

. 5 • 



c. Hasil Belajar 

Peserta menguasai materi peraturan dan kebijakan pensnarnan 
modal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2007 dan peraturan 
lain nya yang terkai t. 

b. Mctodc Pembelajaran 

Melalui mctodc pembelajaran seperti cerarnah, diskusi, tanya 

jawab, dan cvaluasi, peserta mengeksplorasi pengetahuan tcrkait 

mata Diklat ini untuk lebih meningkatkan pemaharnan tentang 
peraturan dan kebijakan di bidang pcnanaman modal Selanjutnya, 

peserta akan mempergunakan pengetahuan ini untuk mengikuti 

pembelajaran berikutnya. 

Mata Diklat membahas tentang pengertian, asas, tujuan, dan 
kebijakan umum pcnanaman modal, serta pokok-pokok pengaturan 
dalarn Undang-Undang Nomor '25 Tahun 2007 tentang Pcnanaman 

Modal, antara lain: bcntuk badan usaha dan kedudukan; perlakuan 
terhadap pcnanaman modal; hak, kewajiban dan tanggung jawab 
penanam modal; bidang usaha; pengembangan Usaha Mikio, Kecil, 
Menengah dan Koperasi (UMKMK); fasilitas penanaman modal; 

koordinasi delam pelaksana!'fl kebijakan penanaman modal; 
kctenagakerjaan; penyelesaian sengketa dan pengenaan sanksi; 

PTSP di Bidang Penaneman Modal; Rencana Umum Penanarnan 

Modal (RUPMJ; dan Kawasan Ekonomi Khusus (J<EK), serta 

ketentuan sektoral secara garis besar, 

penanaman modal tenteng Pcraturan den Kebijakan Penanaman 
Modal dazam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan di bidang penanaman modal di unit Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal. 

kornpetensi aparatur untuk meningkatkan dimaksudkan 

B. ruogkasan Materi 
1. Peraturan dan Kebljakan Penanaman Modal 

a. Deskripsi Singlcat 
Mala Diklat Peraturan dan Kebijakan Penanaman Modal 
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g. Media Pernbelajaran 

l} Modul 
2) 6ahan t.ayang / handout 

3) Whiteboard 

f. Alokas! Waktu 
Diberikan 5 (lima) jam pelatihan @45 menit. 

; 

c. Matcri Pokok 

1} Kctentuan umum 

1 . I . Latar belakang 
1.2. Pengertian 

2) Asas dan rujuan penyelenggaraan penanaman modal 

l.1. Asas penanarnan modal 
l .2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal 

3) Kcbijakan dasar penanaman modal dan pokok-pokok 

pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal 
3.1. Kebijakan dasar penanaman modal 

3.2. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 

'rahun 2007 
4) Kebijakan sektorat secara garis besar (scktor primer, sekunder 

dan tersier) 

pokok pengaturan dalarn Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007;dan 

4) rnenjelaskan kcbijakan sektoral terkait penanarnan modal 
secara garis ocsar. 

sesuai Undang - Undang 

tujuan dan modal 2) menjelaskan asas pena.naman 

penyelenggaraan penanaman modal 
Nomor 25 Tahun 2007; 

3) mcnguraikan kebijakan dasar penanaman modal serta pokok- 

d. lndikator Hasil Belajar 

Peserta mrunpu : 
1) menjelaskan peraturan dan kebijakan penanaman modal scsuai 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan peraturan lainnya 
}'ling tcrkait: 

- ' 
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b. Metode Pembelajaran 
Melalui rnetode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya 

jawab, dan evaluasi, peserta mampu mengcksplorasi pcngetahuan 

terkait mata Diklal ini untuk lebih meningkatkan pemahaman 

tentang penyelenggaraan PTSP di Bidang Penamunan Modal oleh 
Pcmermtah, Pcmerintah Provinsi dan Kabupatcn/Kota sesuai 

kewenangannya. 

Tahun 20 l l tcntang Tatacara 
Pelaporan PTSP di Ilidang 

Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 
Pelaksanaan, Pernbinaan, dan 

Penanaman Modal. 

Mata Diklat mcrnbahas tentang landasan hukum, pengertian, asas, 

tujuan, ruang lingkup, kcwenangan penyelenggaraan, tolok ukur, 

persyaratan dan kualifikasi, pembinaan, evaluasi serta pelaporan 

PTSP di Bidang Penanaman Modal sesuai Peraturan Presidcn Nomor 

27 Tahun 2009 tentang Pl'SP di Bidang Penanaman Modal dan 

2, Pelayanan Terpadu Satu Plntu (PTSP) di Blda11g Penanaman Modal 
a. Deskripsi Singkat 

Mata Diklat PTSP bidang penanaman modal dimaksudkan untuk 
rneningkatkan kompctensi aparatur penanaman modal tentang 

PTSP di bidang penanarnan modal dalarn rangka penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizlnan di instansi penyelenggara 
PTSP di bidang penanarnan modal. 

h. Sumber Pembelajaran 

1) Undang-Undang Penanarnan Modal 

2) Undang-Undang Sektor 
3) Peraturan pelaksana lainnya 

-. 

4) F/ipcho.rt dan kcrtas flipchart 

5) Marker / Spidol 

6) Proyektor LCD 

7) Laser pointer 
8) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet 

9) Bahan simulasi 
' 
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f. Alokasi Waktu 
Dibcrikan q (empat) jam pelatihan @45 men it. 

e. Matcri Pokok 
1) Landasan hukurn, pengertian, asas, tujuan, dan ruang lingkup 

pelaksanaan PTSP di Bidang Penanaman Modal. 
2) Kewenangan penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanarnan 

Modal. 
3) Tolok ukur, persyaratan dan kualifikasi PTSP di Bidang 

Penanaman Modal. 
4) Pembinaan, evaluasi dan pclaporan P'l'SP di Bidang Pcnanaman 

Modal. 

d. lndikator Hasil Bclajar 
Peserta mampu : 
l) menjelaskan landasan hukum, pengertian, asas, tujuan, dan 

ruang lingkup pelaksanaan PTSP di Bidang Penanaman Modal; 
2) menjelaskan kewenangan penyelenggaraan PTSP di Bidang 

Penanaman Modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 
2009 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6Tahun 2011; 

3) menjelaskan tolok ukur, persyaratan dan kualifikasi P'fSP di 
Bidang Penanrunan Modal sesuai Peraturan Presiden 'Nornor 27 
Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011; 
dan 

4) menjelaskan pembinaan, evaluasi dan pelaporan PTSP di Bidang 
Penanaman Modal sesual Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 
Tahun 2011. 

c. Kompetensi Dasar 
Peserta mampu menguasai landasan hukurn, pengertian, asas, 

tujuan, ruang lingkup, kewenangan penyelenggaraan, tolok ukur, 

persyaratan dan kualifikasr, pembinaan, evaluasi serta pelaporan 
PTSP di Bidang Penanaman Modal scsuai Peraturan Presiden Nomor 
27 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 201 I. 
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b. Metode Pembelajaran 

Melalui metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya 

jawab, simulasi, dan evaluasi, peserta mengeksploraei 

pengetahuan terkait mata diklat ini untuk lebih mcningkatkan 

Mata Diktat ini membahas tenlang landasan hukum, ketcntuan 

umum, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tata 

cara penetapan bidang usaha penanaman modal berdasarkan 

KBLI, keterkaitan bidang usaha dengan fasilitas fiskal dan 

nonfiskal penanarnan modal, serta peraturan perundang­ 

undangan yang mengatur tentang Dafter Bidang Usa.ha Yang 
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di 

bidang penanaman modal. 

. ,__,, 

3. Bidang Usab.a 

a. Deskripsi Singkat 

Mata Diklat Bidang Usaha dimaksudkan untuk rneningkatkan 

kompetensi aparatur penanaman modal tentang bidang usaha 
dalarn rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan di bidang penanarnan modal di instansi 
penyelenggara PfSP di Bidang Penanarnan Modal . 

h. Sumber Pembelajaran 
1) Undang-Undang Penanaman Modal 

2) Undang-Undang Sektor 
3) Peraturan pelaksana lainnya 

·- 

g. Media Pembelajaran 

l) Modul 

2) Bahan tayang / handout 
3) Whiteboard 
4) Flipchart dan kcrtas flipchart 

5) Marker/ Spidol 
6) Proyektor LCD 
7) Laser pointer 
8) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet 

9) Bahan simulasi 

-, 
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e. Materi Pokok 

1) Ketentuan umum bidang usaha de.lam rangka penanaman 

modal. 
2) Kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang 

tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang 

penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2007. 

d. lndikator Hasil Belajar 

Pcserta marnpu : 

l) menjelaskan ketentuan umum bidang usaha dalam rangka 
penanaman modal; 

2) mcnjelaskan kriteria dan persyaratan pcnyusunan bidang 
usaha yang tertutup dan yang terbuka dcngan persyaratan di 

bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan; 
3) mcnjelaskan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka 

dengan persyaratan di bidang pcnanaman modal rnenurut 
peraturan perundang-undangan; 

4) rnenerapkan penetapan bidang usaha dan jcnia produksi 

barang/jasa dalam rangka penanaman modal serta Iasilitas 

fiskal dan nonfiskal penanaman modal yang dapat diperoleh 

berdasarkan peraturan penmdang-undangan. 

c. Kompetensi Dasar 

Peserta mampu mcnjelaskan tentang landasan hukum, ketentuan 

umum, pengertian bidang usaha, KBLI, keterkaitan bidang usaha 
dengan KBLI, tata cara penetapan bidang usaha penanaman 

modal, keterkaitan bidang usaba dengan fasilitas fiskal dan 

nonfiskal pcnanaman modal. Pada akhimya peserta mampu 

menetapkan bidang usaha yang dapat diusahekan dalam rangka 

penanaman modal dalam ncgeri sesuai peraturan perundangan - 
undangan. 

pcmahaman tcntang bidang usaha penanaman modal. 
Selanjutnya, pcserta akan mempergunakan pcngetahuan ini 

untuk mcngikuti pembelajaran berikutnya. 
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4, Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal Penanaman Modal 

a. Deskripsl Singkat 

Mata Diklat Fasilitas Fiskal den Nonfiskal Pcnanaman Modal 

dirnaksudkan untuk meningkatkan kornpetensi aparatur 

penanamen modal tentang fasilitas fiskal dan nonfiskal 

penanaman modal dalarn rangka penyelenggarann pelayarian 
perizinan dan nonperialnan di unit PTSP di Bidang Penanaman 

Modal. 

h. Sumber Pembelajaran 

1) Undang-Undang Penanaman Modal 

2) Undang-Undang Sektor 
3) Peraturan pelaksana lainnya 

g. Medla Pembelajaran 

1) Modul 

2) Bahan tayang / handout 
3) Whiteboard 

4) Flipchart dan kertas flipchart 

5) Marker / Spidol 
6) Proyektor LCD 

7) Laser pointer 

8) Perangket komputer/laptop beserta jaringan internet 

9) Bahan simulasi 

f. Alokasi Waktu 

Diberikan 6 (enam) jam pelatihan @45 mcnit. 

3) Bidang usaha yang dapat diusahakan dalam rangka 

penaneman modal sesuai KBLI dan peraturan perundang­ 

undangan. 

4) Penctapan bidang usaha dan jenis produksi barang/jasa delam 
rangka penanaman modal serta fasilitas fiskal dan nonfiskal 

penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

., 
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d. lndikator Hasil Be!ajar 

Peserta rnampu : 
I) rnenjelaskan landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, 

maksud dan tujuan pernberian fasilitas fiskal dan nonliskel 

penanaman modal; 
2) menjelaskan jenis fasilitas fiskal penanaman modal, yaitu 

pembebasan/kerin.ganan bea masuk imper mesin, barang, dan 

bahan dalam rangka produksi; pembcbasan arau penangguhen 
PPN; dan usulan pembebasan atau pengurangan PPh Badan; 

dan 

c. Kompetensi Dasar 
Pcserta mumpu menjelaskan Iandasan hukum, pengertian, ruang 

lingkup, maksud dan lujuan, jenis fasilitas fiskal dan nonfiskal 

penanaman modal. 

b. Metodc Pembelajaran 
Melalui metode pembelajaran seperti cerarnah, diskusi, tanya 
jawab dan evaluasi, pescrta mampu mcngeksploraei pcngetahuan 

terkait rnata Diklat ini untuk lebih mentngkatkan pemahaman 

tentang fasilitas fiskal dan nonfiskal bidang penanaman modal. 
Selanjutnya, peserta akan mempergunakan pengctahuan ini 

untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. 

Mata Diklat ini membahas tentang landasan hukurn, pengertian, 

ruang lingkup, maksud dan tujuan, jenis fasilitas fiskal dan 

nonfiskal penanaman modal, yaitu ketentuan 

pembebasan/kcringanan bea rnasuk impor mesin, barang, dan 
bahan dalam rangka produksi; pcrnbcbasan atau pcnangguhan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN); usu!an pembebasan atau 

pengurangan Pajak Penghasilan {PPh) Badan; Angka Pengenal 

lmport.ir Produsen (APl·P) dan Angka Pengenal lmportir Umum 

(API-U); Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 
Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01); dan lzin Mempekcrjakan 

Tenaga Asing {IMTA). 

·, 
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h. Sumber Pembelajaran 

I) Undang-Undang Pcnanrunan Modal 

2) Undang-Undang Sektor 

g. Media Pembelajaran 
1) Modul 

2) Bahan tayang I handout 
3) Whiteboard 

4) Flipchart dan kertas llipchact 

5) Marker / Spidol 

6) Proyektor LCD 

7) Laser pointer 
8) Pcrangkat komputer/laptop bescrta jaringan internet 

f. Alokasi Waktu 
Diberikan 5 {lima) jam pelatihan @45 men it. 

3.3. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01) 

3.4. IMTA 

Pajak pengurangan 2.3. usulan pernbebasan atau 

Penghasilan (PPhJ Badan 
3) Pasilitas nonfiskal pcnanaman modal tcrdiri dari: 

3.1. API-P dan APf-U 

3.2. RPTKA 

e. Materi Pokok 

l) Landasan hukum, pengertian, ruang Iingkup, maksud dan 
lujuan pemberian Iasititas fiskal dan nonfiskeJ penanarnan 

modal. 

2) Fasilitas fiskol penanaman modal terdiri dari: 

2. l. Pcmbebasan/keringanan bea masuk impor mcsin, 
barang, dan bahan dalarn rangka produksi 

2.2. pernbebasan atau pcnangguhan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) 

·- 

3) rnenjelaskan jenis fasilitas nonfiskal penanaman modal, yaitu 

API-P dan API-U, RPTKA, Rekomendosi Visa untuk Bekerja 

(TA.01), IMTA. -, 
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d. lndikator Hasil Belajar 

Peserta ma.mpu : 

I) menjclaskan landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, dan 
tujuan SPIPISE; 

2) menjelaskan jenis konten layanan SPIPISE; 

3) menjelaskan alur proses SPIPISE; dan 
4) mcnjetaskan konsep pengembangan NSWi. 

' . 

c. Kompetensi Dasar 

Peserta mampu menjelaskan landasan hukum, pengertian, ruang 

lingl<up, tujuan, jenis konten layanan SPJPISE, alur proses 

SPIPISE terutama tcrkait pelayanan pcrizman dan nonpcrizinan 
penanaman modal. 

b. Metode Pembelajaran 

Melalui metode pembelajaran seperti ccrarnah diskusi, tanya 
jawab, den evaluaai, peserta mampu mcngeksplorasi pengetahuan 

dalam mata diklat ini untuk meningkatkan pemahaman tentang 
layanan SPIPISE. 

Mata Diktat ini mcmbahas tentang landasan hukum, pengertian, 
ruang linglrup, tujuan, jenis konten layanan SPlPISE, alur proses 

SPIPISE terurama terkalt pelayanan perizinan dan nonperizman, 
konsep pengembangan National Single Windows on lnveslment 
(NSWi) sebagai bagian integral dari SPJPISE, terutama terkait · 

komponen SPJPISE, hak akses dalam layanan subsistem SPIPISE. 

5. Peajelasan Umum Slstem Pelayanan Jnformasi dan Perlzillan 

Investasi Secan. Elektroni.k (SPIPISE) 

a. Deskrrpsi Singkat 
Mata Diklat SPIPISE dimaksudkan untuk meningkatkan 

kompetensi aparatur penanaman modal tentang SPIPISE dalarn 

rangka pcnyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di 
bidang penanaman modal di unit PTSP di Bidang Penanaman 

Modal dengan berbasis teknologi informasi. 

3) Peraturan pe\aksana lainnya 

- 15 - 



6. Jzin Prinsip (IP) Penanaman Modal, fain Pri.nsip Perluasan (JP 

Perluasan) Penana.man Modal, Izin Prinsip Penggabungan 

Perusahaan Penanaman Modal clan Izill Pembukaan Kantor 
Cabang 

a. Deskripsi Singkat 

Mata Diklat IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman 

Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan lzin 
Pembukaan Kantor Cabang dlrnaksudkan untuk meningkatkan 
kompetensi aparatur pcnanarnan modal tentang IP Penanaman 

Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan 
Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor 

Cabang dalam melaksanakan pclayanan perizinan dan 

nonpcrizinan pcnanarnan modal dalarn negeri. 

h. Sumber Pernbelajaran 

1) Undang-Undang Penanaman Modal 

2) Undang-Undang Sek tor 

31 Peraturan pelaksana lainnya 

g. Media Pembelajaran 

I) Buku panduan SPIPISE 
2) Bahan ta.yang I handout 

3) Whiteboard 

4) Marker / Spidol 
5) Proyektor LCD 
6) Laser pointer 

7) Perangkat komputer/Japtop beserta jarmgan internet 

f. Alokasi Waktu 

Oiberikan 2 (dua) jam pelatihan @45 menit. 

e. Mater! Pokok 

1) Landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, tujuan SPIPISE. 
2) Konten layanan SPJPISE. 
3) Alur Proses SPIP!SE. 

4) Pengembangan NSWi. 
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Pembukaao KMtor Cabang; 
2) menjelaskan ruang lingkup, kewenangan pembcrian izin dan 

persyaratan JP Penanaman Modal, IP Pcrluasan Penana.man 

17-in dan 
IP Pena.naman Modal, IP Perluasarl Penanaman 

b Pe~•Mhaan Pena.naman Modal Pcngga ungan , ~- 

Peserta mampu : 

l) menjelaskan landasan hukum, pcngertian, maksud dan tujuan 
Mo<lnl, IP 

d. lndikator Hasll Belajar 

c. Kompetensi Dasar 
Pescrta rnampu menjelaskan landasan hukum, pengertian 
maksud dan tujuan pclaksanaan, ruang !ingkup, kcwenangan 
pemberian izin clan persyaratan, mekanismc pelayanan 
penanaman modal. Pads akhimya peserta mampu 
mernpraktekkan penilaian permohonan IP Penanaman Modal, IP 
Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Pcrusahaan 
Penanaman Modal dan lzin Pembukaan Kantor Cabang, 
menyiapkan naska.h perizinan den pengesahannya. 

b. Metodc Pembelajaran 
Mela.Jui metode pembelajaran eeramah, diskusi, tanya jawab, 
latihan/simulasi dan evaluasi, peserta mampu mcngeksplorasi 
pengetahuan dalam mata diklal ini untuk meningkatkan 
pemahaman, kcterarnpilan dan kccakapan tentang pelayanan 
pcrizinan IP Penanaman Modal, II' Perluasan Penanaman Modal, 
JP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin 
Pembukaan Kantor Cabang. Selanjumya, peserta akan 

mempergunakan pemahaman, kcterampilan dan kccakapan ini 
untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. 

Mata Diklat ini membabas tcntang Jandasan hukum, pengertian, 
maksud dan tujuan peiaksanaan, ruang lingkup, kewenangan 
pernberian iein dan persyaratan, mekanisme pelayana.n 
penanaman modal, tata cara penilaian permohonan, penyiapan 
naskah perizinan dan pengesahannya, 
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e. Materi Pokok 
1) Landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan JP 

Penanaman Modal, IP Pcriuasan Penanaman Modal, IP 
Penggabungan Perusahean Penanarnan Modal dan lzin 
Pembukaan Kantor Cabang. 

2) Ruang lingkup, kewcnangan pemberian JZin dan persyaratan 
IP Penanaman Modal, IP Pcrluasan Pcnanaman Modal, IP 

Penggabungan Perusahaan Penanarnan Modal dan Izin 
Pernbukaan Kantor Cabang. 

3) Mekanisme pelayanan IP Penanaman Modal, IP Perluasan 
Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman 
Modal dan Izin Pcmbukaan Kantor Cabang sesuai peraturan 
pedoman dan tata cara permohonan penanarnan modal. 

4) Tatacara penilaian permohonan IP Penanaman Modal, IP 

Perluasan Penanaman Modal, IP Pcnggabungan Perusahaan 
Penanaman Modal dan h:in Pcmbukaan Kantor Cabang. 

5) Penyiapan naskah perizinan IP Penanaman Modal, IP Perluasan 
Penanaman Model, JP Penggabungnn Perusahaan Penanaman 
Modal dan lzin Pembukaan Kantor Cabang serta 

pengesahannya. 

Modal, IP Pcnggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan 
Jzin Pembukaan Kantor Cabang; 

3) menjelaskan mekanisrne IP Penanaman Modal, IP Perluasan 
Penanaman Modal, JP Penggabungan Perusahaan Penanaman 
Modal dan Jzin Pembukaan Kantor Cabang sesuai peraturan 
pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal; 

4) menilai pennohonan IP Pcnanaman Modal, IP Pertuasan 
Pcnanarnan Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman 
Modal dan lsin Pembukaan Kantor Cabang; 

5) menyiapkan naskah perizinan IP Penanaman Modal, IP 
Perluasan Pcnanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan 
Penanaman Modal dan Izin Pernbukaan Kantor Cabang serta 
pengesahannya. 

-. ' 
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b. Metode Pembelajaran 
Melruui rnctode pembelajaran cerarnah, diskusi, tanya jawab, 
latihan/simulasi dan evaluasi, peserta mampu mengeksplorasi 

pengetahuan dalarn rnata diktat ini untuk meningkatkan 

Mat.a Diklat ini membahas tentang landasan hukum, pengertian, 

maksud dan tujuan pelaksanaan, ruang lingkup, kewenangan 
pemberian izin, persyaratan perrnohonan, mekanisrne pelayanan 
penanaman modal, tata cara penilaian perrnohonan, penyiapan 

naskah perizinan dan pcngesahannya. 

7. lzin Prinsip (IPJ Perubahan Penanaman Modal 
a. Deskripsl Singkat 

Mata Diktat IP Perubahan Penanaman Modal dirnaksudkan untuk 
meningkatkan kompetensi aparatur pcnanaman modal tcntang IP 

Perubahan Penanaman Modal dalam rnelaksanakan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan pcnanaman modal bagi penanaman 

modal dalam negeri. 

h. Sumber Pembelajaran 

1) Undang-Undang Penanaman Modal 

2) Undang-Undang Scktor 
3) Peraturan pelaksana lainnya 

g. Media Pembelajaran 

l) Modul 

2) Dahan tayang / handout 
3) Whiteboard 

4) Flipchart dan kertas flipchart 

5) Marker / Spidol 
6) Proyektor LCD 

7) Laser pointer 

8) Perangkat komputer/Japtop beserta jaringan internet 
9} Bahan simulasi 

f. Alokasi Waktu 

Diberikan 14 (ernpat belas) jam pelatihan@45 menit. 
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f. Alokasi Waktu 
Diberikan 8 (delapan) jam pelatihan @45 menit. 

e. Materi Pokok 
1) Landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan IP 

Pcrubahan Pcnanarnan Modal. 
2) Ruang Jingkup, kewenangan pcrnberian izin dan persyaratan 

permohonan IP Perubahan Penanaman Modal. 
3) Mekanisme pelayanan IP Perubahan Penanaman Modal 
4) Tatacara penilaian pcnnohonan JP Perubahan Pcnanaman 

Modal. 
5) Penyiapan naskah pcrizinau IP Perubahan Penanaman Modal 

dan pengesahannya. 

d. lndikator Hasil Belajar 
Peserta mampu: 
1) menjelaskan landasan hukum, pengertian, maksud clan tujuan 

IP Perubahan Penanaman Modal; 
2) menjelaskan ruang lingkup, kewenangan pemberian izin dan 

persyaratan permohonan IP Pcrubahan Penanaman Modal; 
3) menjelaskan mekanismc IP Perubahan Penanaman Modal; 
4) menilai permohonan JP Perubahan Penanaman Modal; dan 
5) menyiapkan naskah perizinan IP Perubahan Penanaman Modal 

dan pengcss.hannya. 

c. Kompetensi Dasar 
Peserta rnampu menjelaskan landasan hukum, pengertian, 
maksud dan tujuan pelaksanaan, ruang lingkup, kcwenangan 
pemberian izin, persyaratan permohonan, rnekanisrne pelayanan 
penanaman modal. Pada akhimya peserta mampu 
mempraktekkan penilaian permohonan IP Perubahan Penanaman 
Modal, menyiapkan naskah pcrizinan dan pengesahannya. 

pemaharnan, keterampilan dan kecakapan tentang pelayanan 

perizinan IP Perubahan Penanaman Modal. Selanjutnya, peserta 

akan mcmpergunakan pemahaman, ketcrampilan dan kecakapan 
ini untuk mengikuti pernbelajaran berikutnya. 
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b. Metode Pembdajaran 
Melalui metodc pembclajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, 
praktek, latihan/simulasi den evaluasi, peserta mampu 

mengcksplorasi pengetahuan dalam mate diktat ini untuk 
meningkatkan pemaha.man, keterampilan dan kecakapan tentang 

pelo.yanan perizinan JP Penanaman Modo.l dengan menggunakan 

aplikasi SPIPISE. Selanjutnya, peserta akan mcmpercunaJ<an 

Mata DikJat ini membahas tcntang tatacara penilaian perrnchonan 

IP Pcnanaman Modal bagi penanaman modal daJam negeri, 

penyiapan naskah IP Penanaman Modal dan pengesahannya, 
dengan menggunakan aplikasi SPIPISE. 

8. Praktok SPIPISE lzln Prlnslp flP) PenanamD.11 Modal 
a. Deskripsi Singkat 

Mata Oiklat Praktek SPlPlSE - JP Penanarnan Modal dimaksudkan 

untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanarnan modal 

tentang Praktek SPIPISE JP Pcnanarnan Modal dalam 
melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperisinan pcnanaman 

modal bagi pcnanaman modal dalam negeri melalui SPIPJSE. 

h. Sumber Pernbelajaran 

I) Undang-Unda.ng Penanaman Modal 
2) Undang-Undang Sektor 

3) Peraturan pelaksana lainnya 

g. Media Pembelajaran 

1) Modul 

2) Bahan tayang / handout 
3) Whiteboard 

4) Flipchart dan kertas flipchart 

5) Marker / Spidol 

6) Proyektor LCD 

7) Laser pointer 

8) Perangkat komputer/laptop bescrta jaringan internet 
9) Bahan simulasi 
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h. Sumber Pembelajaran 
1) Undang-Undang Penanaman Modal 

2) Undang-Undang Sektor 
3) Peraturan pelaksana Jainnya 

g. Media Pembelajaran 
1) Modul 
2) Dahan tayang / handout 
3l Whiteboard 
4) Ftipchert dan kertas flipcha.rt 
5) Marker/ Spidol 
6) J>roycktor LCD 
7) Laser pointer 
8) Perangkat komputer / laptop beserta jaringan internet 
9) Bahan simulasl 

f. Alokasl Waktu 
Diberikan 11 [sebelas] jam pclatihan @45 menit. 

e. Materi Pokok 
1) Tatacara penilalan pcrmohonan IP Pcnanaman Modal. 
2l Penyiapan naskah IP Penanaman Medal dan pengesahannya 

dengan menggunakan aplikasi SPIPlSE. 

d. lndikator Hasil Belajar 

Peserta mampu: 
1) menilai permohonan IP Penanarnan Modal; 
21 menyiapkun naskah IP Penanaman Modal dan pengesahannya 

dengan menggunakan aplikasi SPJPISE. 

c. Kompctensi Dasar 
Peserta mampu mempraktekkan penilaian apllkasi permohonan IP 
Pcnanaman Mo<lal, penyiapan naskah perizinan serta 
pengesahannya dengan menggunakan aplikasi SPIPJSE. 

pemaharnan, keterampilan dan kecakapan ini untuk mengikuti 
pembelajaran berikutnya. 

• 22 - 



c. Kompetensi Dasar 

Peserta mampu menjclaskan landasan hukum, pcngertian, 

maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan pemberian izin, 

persyaratan perrnohonan, mekanisme pelayanan penanaman 
modal. Pada akhimya peserta mampu mempraktekkan pcnilaian 

permohcnan IU Penanaman ModaJ, IU Perluasan Penanaman 

Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan 

Pcrusahaan, menyiapkan naskah perizinan dan pengesahannya. 

b. Metode Pernbelajaran 
Melalui metodc pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, 
latihan/simulasi dan cvaluasi, peserta mampu mengeksplorasi 

pengetahuan dalam mata diklat ini untuk meningkatkan 
pcmahaman, keterampilan dan kecakapan tentang pelayanan 

perizinan IU Penanaman Modal, JU Pcrluasan Pcnanaman Modal, 

IU Peruba.han Penanaman Modal, dan JU renggabungan 

Perusahaan. Selanjutnya, peserta akan mempcrgunakan 

pernaharnan, keterampilan dan kecakapan ini untuk mcngikuti 
pcmbeJajaran berikutnya. 

9. Jzin Usaba (IUJ Pena11aD1a11 Modal, IU Peduasan PenanaD>an 
Modal, lU Perubahan PenanaJnan Modal, dan lU Penggabungan 

Perusabaan 

a. Deskripsi Singkat 
Mata Diktat JU Pcnanaman Modal, JU Perluasan Penanaman 

Modal, JU Perubahan Penanaman Modal, dan lU Penggabungan 

Perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi 

aparatur penanaman modal tentang JU Penanaman Modal, JU 
Perluasan Pcnanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, 

dan JU Penggabungan Perusahaan untuk mclaksanakan 

pelayanan perizinan dan nouperizinan penanaman modal bagi 

penanaman modal dalam ncgeri. 

Mata Oiklat ini rnembahas tentang landasan hukum, pengertian, 
maksud dan tujuan pe!aksanaan, ruang lingkup, kewenangan 

pcmberian izin, persyaratan permononan, mekanisme pclayanan 

penaharnan modal, tatacara penilaian perrnohonan, penyiapan 

naskah 'periainan dan pengcsahannya. 
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e. Materi Pokok 
l) Landasan hukum, pengertian, maksud den tujuan fU 

Penanaman Model, IU Perluasan Penanaman Modal, JU 
Pcrubahan Pcnanarnan Modal, dan lU Penggabungan 
Perusahaan, 

2) Ruang Iingkup, kewenangan pemberian isin dan persyaratan 
lzin Usaha Penanaman Modal, IU Pcrluasan Penanaman Modal, 
IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Pcnggabungan 
Perusahaan. 

3) Mekanisme pelayanan lzin Useha Penanaman Modal, JU 
Perluesan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, 
dan JU Penggabungan Pcrusahaan. 

4) Tatacara penilaian permohonan lzin Usaha {!U} Penanaman 
Modal, IU Perluasan Penanaman Model, IU Perubahan 
Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan. 

d. Indikator Hasil Belajar 

Peserta mampu : 
1) menjelaskan Iandasan hukum, pcngertian, maksud dan tujuan 

JU Penanaman Modal, JU Perluasan Penenaman Modal, IU 
Perubahan Pcnenaman Modal, den IU Penggabungan 
Pcrusahaan; 

2) menjelaskan ruang lingkup, kewenangan pemberian izin den 
persyaratan Izin Usaha (IU) Penenaman Modal, JU Perluasan 
Pcnanaman Modal, JU Perubahan Penanaman Modal, den ru 
Penggabungan Perusahaan; 

3) menjeleskan mckanisme IU Pcnanaman Modal, IU Perluasan 
Pcnanaman Modal, JU Perubahan Penanaman Modal, dan IU 
Penggabungan Perusanaan; 

4) menilai permohonan IU Penanaman Modal, JU Perluasan 

Penanaman Modal, IU Perubahan Ponanaman Modal, dan IU 
Penggabungan Pcrusahaan; den 

5) menyiapkan naskah perizinan IU Penanaman Modal, IU 
Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, 
dan IU Penggabungan Pcrusahaan serta pengesahannya. 

'-- 
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Mata Diklat ini membahas tentang tatacara penllaian 

pcrmohonan IU Penanaman Modal bagi penanaman modal dalam 

negeri, penyiapan naskan perizinan, dan pengesahannya secara 

cepat, tepat dcngan menggunakan aplikasi SPIPISE. 

10. Prak:tek Siste111 Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 

Secata Elektronik {SPlPJSE) Izin Usaha (IU) Penauaman Modal 

a. Deskripsi Singkat 

Mata Diklat Praktek SPIPISE Izin Usaha Penanarnan Modal 
dlrnaksudkan untuk meningkatkan kompetcnsi aparatur 

penanaman modal tentang praktek SPIPISE IU Penanaman Modal 

untuk melaksanakan pclayanan perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal bagi penanaman modal dalam negeri dengan 

mcnggunakan aplikasi SPIPISE. 

- . 

h, Sumber Pembelajaran 

l) Undang-Undang Penanarnan Modal 

2) Undang-Undang Sektor 

3) Peraturan pelaksana lainnya 

g. Media Pembelajaran 

l) Modul 

2) Bahan tayang / handout 
3) Whiteboard 
4) Flipchart dan kcrtas flipchart 

5) Marker I Spidol 
6) Proyektor LCD 

7) Laser pointer 
8) Perangkat komputer/laptop besertajaringan internet 

9) Bahan simulasi 

f. Alokasi Waktu 
Dlberikan 9 (sembilan) jam pclatihan @45 menit. 

SJ Penyiapan naskah pcrizinan IU Penanaman Modal, lU 

Perluasan Penanaman Modal, JU Perubahan Penanaman Modal, 

dan JU Penggabungan Pcrusahaan sorta pengesahannya. 
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g. Media Pernbelajaran 

1) Buku panduan 

2) Dahan tayang / hando11t 

3) Whiteboard 
4) Fiipchart dan kcrtas flipchart 

f. Alokasi Waktu 

Diberikan l l (sebelas) jam pelatihan @45 menit. 
' ' 

c, Materi Pokok 

1) Tatacara penilaian permohonan IU Pcnanarnan Modal. 

2) Penyiapan naskah JU Penanaman Modal dan pengesahannya 

dengan menggunakan aplikasi SPlPISE. 

d. Jndikator Hasil Belajar 
Peserta mampu : 

1) menilai permohonan IU Penanaman Modal secara cepat dan 
tcpat; dan 

2) menyiapkan naskah JU Penanaman Modal dan pengesahannys 

dengan menggunakan aplikasi SPIPISE. 

c. Kornpetensi Dasar 

Peserta rnampu rnempraktekkan penilaian aplikasi pennohonan JU 
Penanaman Modal, penyiapan naskah perizinan serta 

pengeeahannya sccara cepat, tepat dengan mcnggunakan aplikasi 

SPIPISE. 

b. Metode Pernbelajaran 
Melalui metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, 

praktek, latihan/simulasi, pcserta mampu mengeksplorasi 

pengetahuan dalam mata diklat ini untuk meningkatkan 

pemahaman, kcterampilan dan kecakapan tcntang pelayanan 

perisinan IU Pcnanaman Modal dengan rnenggunakan aplikasi 
SPIPISE. Selanjut.nya, peserta akan mernpergunakan pernahaman, 

kcterampilan dan kecakapan ini untuk mengikuti pembelajaran 

bcrikutnya, 

\ 
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c. Kompctensi Dasar 

Peserta rnampu menjelaskan Iandasan hukum, pengertian, ruang 

lingkup, maksud dan tujuan, kewenangan, hubungao pengendalian 

b. Mctode Pembelajaran 

Mclalui metode pembclajaran ccrarnah, diskusi, tanya jawab, 

praktek, latihan/simulasi dan evaluasi, peserta mampu 
mcngeksplorasi pengetahuan dalam mata Diklat ini untuk 

meningkatkan pcmaharnan, kctcrampilan dan kecakapan tentang 
Pengcndalian Pelaksanaan Penanarnan Modal. 

: 

Mata Diktat ini membahas tentang landasan hukum, pengertian, 
ruang lingkup, maksud dan tujuan, kewenangan pengendalian 

pelaksanaan, hubungan antara pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal dan pcrizinan/nonperizinan penanaman modal, 
tatacara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasen 
penanaman modal dan pcngenaan sanksi, serta pengisian dan 

evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal {LKPM) serta 
pelaporan realisaai pengirnporan mesin/pera.latan. 

·..__,, 

11.Pengendalian Pelabanaan Penanaman Modal 

a. Deskripsi Singkat 
Mata Diktat Pengcndalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

dlmaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur 
penanaman modal dalam rangka pcngendalian pelaksanaan 
penanaman modal bagi penanarnan modal dalarn negeri. 

h. Sumbcr Pembelajaran 
l) Undang-Undang Penanaman Modal 

2) Undang-Undang Sektor 

3) Peraturan pclaksana lainnya 

SJ Marker / Spidol 
6) Proycktor LCD 

7) Laser pointer 
8) Perangkat komputer/laptop bcserta jaringan internet 

9} Bahan simulasi 
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f. Alokasi Waktu 
Diberikan 5 (lima) jam pelatihan @4S mcnit. 

e. Matcri Pokok 
l) Landasan hukum, pengertian, ruang Iingkup, maksud dan 

tujuan pcngendaiian pelaksanaan penanaman modal. 
2) Kewenangan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan ketentuan penanaman modal. 
3) Hubungan antara pcngendalian pelaksanaan penanaman modal 

dan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. 
4) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

pcnanaman modal dan pengcnaan sanksi, 

SJ Tatacara pengisian dan evatuasi LKPM serta tatacara pelaporan 
realisasi pengimporan mesin/perolatan. 

pelaporan realisasi pengimporan mesinj'peralatan. 

pelaksanaan 
sanksi; dan 

S) menjelaskan pengisian dan evaluasi LKPM serta tatacara 

pemantauan, pcmbinaan, pengawasan 

ketentuan penanaman modal dan pcngenaan 

penanaman modal dan perizinan dan nonperizinan penanaman 
modal; 

4) menjelaskan 

d. Indikator Hasil Belajar 
Peserta mampu : 
1) menjelaskan landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, 

maksud dan tujuan pengendalian pelaksanaan penanru:nan 
modal; 

2) rncnjelaskan kewenangan pemantauan, pernbinaan dan 
pengawasan pclaksanaan penanarnan modal; 

3) menjelaskan hubungan antara pcngendalian pelaksanean 

pelaksanaan dengan pertzman dan nonperizinan penanaman 
modal, serta pelaksanaan pcrnantauan, pembinaan, pengawasan 
penanaman modal dan pengenaan sanksi. Peserta juga mampu 
mempraktckkan pengisian dan evaluasi LKPM serta pelaporan 
realisasi pengimporan mesin/peralatan. ' 
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d. lndikator Hasil Delajar 

Peserta marnpu : 
1} mcnjelaskan kctentuan mcngenai penanaman modal, mencakup 

antara lain landasan hukum, pcngertian, ketentuan sektoral 

sccara garis besar terkait bidang penanarnan modal: 
2) menjelaekan ketentuan penyclenggaraan PTSP di Bidang 

Penanaman Modal mencakup antara lain landasan hukum, 

; 

c. Kompetensi Dasar 

Pcserta rnampu mernpresentasikan intisari rnateri yang tclah 

diperoleh dalam pembclajaran. 

b, Metode Pembelajaran 

Mclalui metode perobelajaran prescntasi aktif, peserta mendapatkan 

pcmbulatan/kesimpulan terhadap materi pernbclajaran secara lebih 
utuh, 

12. Presentesl 

a. Deekripsi Singkat 
Kegiatan Presentasi dimaksudkan untuk mcngetahui tingkat 

penguasaan peserta diklat terhadap materi yang dibcrikan dalam 

pcrnbelnjaran. 

g. Media Pembelajaran 

l) Modul 

2) Bahan tayang / handout 

3) Whiteboard 

4) F1ipchart dan kertas jlipchart 
5) Marker/ Spidol 

6) Proyektor LCD 
7) Laser pointer 
8) Perangkat komputer/laptop 

h. Sumber Pembelajaran 

1) Undang-undang Penanaman Modal 

2) Undang-undang Sektor 

3) Peraturan pelaksana lainnya 
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; 

g. Media Pembelajaran 

t) Whiteboard 
2) Flipchart dan kertas flipchart 

3) Marker/ Spidol 

f. Alokast Waktu 
Diberikan I [satu) jam pelatihan @45 menit. 

e. Materi Pokok 

Meliputi semua mata Diklat yang tclah disarnpaikan, kecuali mata 
Diklat SPIPJSE. 

pengertian, ruang lingkup, kewenangan, tolok ukur penilaian 

dan kualifikasi, evaloasi dan pelaporan; 

3) menjelaskan pclayanan perizinan dan nonperizinan penanaman 

modal, rnencakup antara lain ruang lingkup, mekanisrne, 

proses, persyaratan, jangka waktu, masa berlaku, kelengkapan 

dokumen; dan 
4) mcnje!askan keterkaitan pengcndalian pelaksanaan penanaman 

modal dengan perizinan dan nonperizinan penaneman modal. 
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C. Prosedur Penetapan Peserta 
I. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi mcnetapkan jumlah dan nama 

calon peserta; 

2. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi menyampaikan surat 
pencalonan peserta kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM 
selambat-larnbatnya 7 (tujuh) hari sebclum program Diklat Tckms PTSP 
di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama dimulai; 

3. Pusat Pendidikao dan Pclatihan BKPM rnenetapkan alokasi jumlah 
calon pescrta per kelas; 

4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM menyampaikan surat 
pemanggilan peserta Diklat Tekms PTSP di Bidang Penanaman Modal 
Tingkat Pertama kepada Pejabat Pembina Kepcgawaian lnstansi; 

s. Pcjabat Pembina Kepegawaian Jn:stansi menugaskan calon pcserta 
untuk mengikuti Dikfa.t Tcknis PTSP di Bidang Penanaman Modal 
Tingknt Pertama sesuai jadwal. 

B. Jumlah 

Jumlah pcserta Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal 
Tingkat Pertama sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh Jima) orang dalam I 
{satu) kelas, 

A. Persyaratan 
Peserta Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat 

Pertama adalah aparatur pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagai 

bcrikut: 
1. Berstatus sebagai PNS; 

2. Memili.k.i ijazah minimal Diploma Ill (03); 
3. Diutamakan berasal dari instansi penyelenggara P'l'SP Bidang 

Penanarnan Modal; 
4. Usia maksimal 3 {tiga) tahun sebelum memasuki masa pensiun; 
5. Penugasan dari pejabat pembina kepegawaian instansi yang 

bcrsangkutan; 

6. Bersedia mengikuti semua ketentuan pelaksanaan Diklat. 

BAB III 

PESERTA 
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C. Ko111petensi Tenaga PengaJar 
Tenaga pengajar pada Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman 

Modal Tingkat Pertama diharuskan mempunyai kompetenei sebagai 
berikut: 
I . memaharni dan mcmbimbing pescrta agar memiliki komitmen dan 

integritas moral serta tanggungjawab profesi scbagal PNS; 
2. mernahami dan mcrnbimbing pescrta untuk menegakkan disiplin dan 

merniliki etos kerja; 

' 

B. Persyaratan Tenaga Pengajar 
Persyaratan untuk menjadi lcnaga pcngajar pada program Diklat 

Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama seoagai berikut; 

l. Menguasai rnateri yang akan diajarkan; 

2. Terampil mengo.jar secara slstematik, efektif dan efisien; 
3. Mo.mpu menggunakan metode dan media yang relcvan dengan tujuan 

rnata dik!at; 

4. Mempunyai pendidikan formal minimal setara Strata I (SI); 

5. Mempunyai pangkat/go\ongan minimal Penata Muda / Ill.a dan 

6. Telah mengikuti Training of Trainer (TOT) tenaga pcngajar dalam mata 
diktat yang diajarkan atau tclah berpengalaman rnengajarkan mata 
diklat dcngan baik atau mempunyai kewenangan untuk 
mcnyampaiksn. 

A. Tenaga Pengajar 

Tenaga pengajar pada Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pl'SP di 

Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama terdiri atas : 
I, Widyaiswara; 

2. WidyaJswara Luar Biasa; 

3. Pejabat Pemerintah; 
4. Pengelola Diklat. 

BAB IV 

TENAGA PENGAJAR 
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D. Peougasan 
Tenaga Pengajar yang bertugas dalam program Diklat Teknis PTSP di 

Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama mendapat surat pcnugasan 

dari Kcpala Pusat Pcndidikan dan Pelatihan BKPM dan diwajibkan unluk: 

3. memahami dan mampu menjelaskan dengan baik peraturan dan 

kebijakan bidang pcnanaman modal serta kebijakan tcknis yang terkait 

dengan pcnanarnan modal, khususnya pclayanan perizinan dan 

nonperizinan di bidang penanaman modal; 

4. mcmahami dan mampu menjelaskan ketcntuan penyelenggaraan PTSP 

di Bidang Penanaman Modal oleh Pernerintah, Pernerintah Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangann_ya; 
5. memahami dan mampu membimbing peserta dalam menetapkan 

bidang usaha dan jcnis produksi barang/jasa yang dapat diusahakan 
dalam rangka penanaman modal serta fasilitas Iiskal penanaman 
modal yang dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang­ 
undengan; 

6. rnemahami dan mampu menjelaskan ruang lingkup fasilitas fiskal dan 

nonfiskal yang dapat diberikan dalam rangka penanamen modal; 

7. memahami dan mampu menjelaskan konten dan alur proses SPJPISE; 
8. memehami dan mampu membimbing peserta dalam melakukan 

penilaian permohonan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman 

Modal, IP Penggabungan Perusehaan Penanaman Modal, IP Perubahan 
Pcnanarnan Modal dan Izin Pernbukaan Kantor Cabang bagi penanam 

modal dalam negeri, menyiapkan naskah perizinan serta 
pengesahannya dengan menggunakan aplikasi SPIPlSE; 

9. memahami dan marnpu membimbing peserta dalam melakukan 
penilaian permohonan IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman 

Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan JU Penggabungan 

Perusahaan Penanaman Modal bagi penanam modal dalarn negeri, 
menyiapkan naskah periainan serta pengesahannya dengan 

menggunakan aplikasi SPIPISE; 

IO. memahami dan mampu menjclaskan ketentuan mengenai 
pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 

11. mampu membimbing dan membangun kerjasama peserta dalam 

kelompok melalui komunikasi yang sating menghargai, 
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1. Melaporkan perkembangan proses belajar-mengajar pada waktu-waktu 
tertentu dan pada setiap akhir agenda pcmbelajaran, 

2. Memberikan masukan diminta atau tidak diminta kepada penyelenggara 

program berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian 
untuk perbaikan pada program bcrikutnya. 
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2. Prasarana 

Prasarana yang <ligunakan dalam penyelenggaraan Diklat Tcknis P'fSP 

di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama terdiri dari: 
a. Ruang kelas; 

b. Asrama; 

c. Ruang makan; 

B. Sarana ·dan Prasarana 
J. Sarana 

Sarana yang digunakan dalarn penyelenggaraan Diklat Teknis PI'SP di 

Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama terdiri dari: 

a. Buku Panduan; 
b. Modul; 

c. Bahan tayang/ handout; 
d. Bahan simulasi; 

e. Komputer/laptop lcngkap dengan jaringan internet; 

f. Whiteboard; 
g. Flipchart dan kertas flipchan; 
h. Marker/ spidol; 
,. Overhead Projector/Proyektor LCD; 
j. Laser pointer; 
k. Sound system. 

A. Metode 
Mctode yang digunakan dalarn program Diklat Tcknis PTSP di 

Bidang Penanarnan Moda.l Tingkat Pertama adalah: 

1. Ceramah yang dikombinasikan dcngan tanya jawab; 

2. Diskusi k.elompok untuk mengembang)(an kemampuan berkomunikasi 

dan saling bertukar pikiran dan informasi dalam rangka rnenilai suatu 

pcrmohonan; 
3. Latihan praktek bagi para pcserta dalam rnelakukan pembelajaran 

penilaian permohonan, menyiapkan naskah perizinan dan 
mcngesahkannya dengan menggunakan aplikasi SPIPISE. 

BABV 

METODE, SARANA DAN PRASARANA DlKLAT 
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d. Ruang ibadah; 

e. Ruang kantor; 

f. Fasilitas akses internet; 
g. Fasilitas olahraga; 

h. Perpustakaan; dan 

i. Unit kesehatan. 



B. Sertifikasi 

1. Kepada peserta Diklat Tcknis PTSP di Bidang Penanarnan Modal 

Tingkat Pertama yang tclah menyelesaikan keseluruhan program 
dengan baik den rnernenuhi kualifikasi kelulusan diberikan Sertifikat 
Lulus; 

2. Kepada pescrta Diklat Teknis PTSP di 13idang Penanarnan Modal 

Tingkat Pertarna yang telah menyelesaikan keseluruhan program 

dengan baik namun tidak memenuhi lrualilikasi kelulusan diberikan 

Sertifikat Telah Mengikuti Diklat; 

3. Penandatanganan Sertifikat Diklat Teknis PTSP di Bidang Pcnanaman 

Modal Tingkat Pertama oleh Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi 

a tau minimal pcjabat eselon II yang berwenang di bidang Oiklat. 

A, Penyelenggaraan 

Penyclenggaraan Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal 

Tingkat Pcrtama dilakukan olch : 

I. Sadan Koordinasi Penanaman Modal selaku instansi pemerintah pusat 

bidang pcnanaman modal; 

2. Lembaga Diktat Pemerint.ah yang terakreditasi sesuai ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan; 

3. Lcmbaga Diklat Pernerintah yang belum terakreditasi untuk 

menyeJenggarakan Diklat Tekriis PTSP di Bidang Penanarnan Modal 
Tingkat Pcrtarna dapat bennitra deng,an Badan Koordinasi Penanrunan 

Modal dengan mempert.imbangkan kctenruan yang berlaku. 

BABVI 

PENYELENGGARAAN DAN SERTIFIKASI 
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B. Pelak:sanaan 
1. Penyelenggaca melakukan pementauan tcrhadap pclaksanaan proses 

pernbelajaran sesuai jadwal, balk yang berkaitan dengan tenaga 

pengajar, peserta, maupun sarana/prasarana; 

2. Setiap Lembaga IJiklat Pemerintah yang bermaksud menyelenggarakan 
Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pcrtama 

diharuskan menyampaikan percncanaan diklat kepada Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal selambat-lambatnya l (satu) bulan 
sebelum Diklat dilaksanakan. 

A. Perencanaan 
1. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan program, pcngelola program 

Oiklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama 

merencanakan kebutuhan: 

a, Pusat Pcndidikan dan Pelatihan BKPM meregistrasi PNS yang telah 

ditetapkan sebagai peserta Diklal oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian lnstansi; 

b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM mcmpersiapkan sarans dan 
prasarena Diklat yang diperlukan termasuk kelas, asrama, dan 

media pembelajaran; 

c. Pusat Pendidikan dan Pclatihan BKPM membcntuk Tim 
Penyelenggara dan Tim Tenaga Pcngajar dengan penugasan masing­ 
masing termasuk pemantauan, dan penilalan terhadap sikap serta 

perilaku pesert.a; 

d. Penyiapan jadwal penyelenggaraan sesuai dengan urutan 

pembetajaran sebagaimana Tabel l; 
e. Penyiapan matcri Diklat (buku panduan dan moduli untuk setiap 

peserta dan Tenaga Pengajar; 

f. Tenaga Pengajar yang diperlukan untuk rnelaksanakan program 

dengan kompetensi dan jumlah yang sesuai agenda pembelajaran 
yang diberikan; 

g. Jumlah tenaga kediklatan yang kompeten dalam mengelola program 

Diklat. 

BAB VII 

PERENCAl'fAAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN 
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D. Pembiayaan 

I . Pcmbiayaan program Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal 

Tingkat Pertama, dalam ha! ini biaya perjalanan dinas, transportasi 

dan biaya lain yang limbul selama penyelcnggaraan Diklat dibebankan 
pada anggaran lnstansi masing-masing peserta. Sedangkan biaya 

akomodasi/ penginapan, konsumsi dan rnateri Diklat para peserta 

akan dtbebankan pada anggaran Baden Koordinasi Pcnnnaman Modal. 
2. Standar biaya program Diklat Teknis PfSP di Bidang Penanaman Modal 

Tingkat Pertama ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 

c. Pemblnaan 
Pembinaan terhadap pelaksanaan program Diklat Teknis PTSP di Bidang 

Penanaman Modal Tingkat Pertarna secara Fungsional menjadi tanggung 
jawab Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui 

standarisasi, akreditasi, serufikasi, monitoring dan evaluasi kinerja 

tcrhadap Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM penyelenggara Diklat 

Teknis PrSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama, 

2. Penyelenggara melakukan pernantauan terhadap pelayanan akornodasi 

dan konsumsi pescrta; 
3. Penyelenggara membcntuk pengurus angkatan/kelas yang dipcclukan 

untuk rnemperlancar komunikasi dan koordinasi. 
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3. SuoUIHi SPIPISE IU Pengendalia,, 

PM f2 Jp} PelaJ.swtaan PM (1 

4. ll}it>,1 1oori JU PM, 1U Jp} 

Perluasan PM, JU 5. UJian Prnkte~ 

Petubahan PM. /IJ SPJP/$81U (4 Jp} 

Penwabwt!1"'• 6. UjiOJI !'TeS<Jnfasi / 1 
l'cnlsahaan (/ Jp} Jp} 

7, Evalua.sl 

8. Pmulupafl 
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Penibuk""n Kantor PM & JU Perfua•n PM (3 Jpl 

C..bftng 12 Jp) PM (3 Jp) ... Ujian T""ri 
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C>lbang IT<oril (4 Jp) 4. Ujian l'ral<tek 

4. Pralctck Manual IP Ma'lual IP PM, IP 

PM 14 Jp) JTriuo.son l'M. IP 
Pmgyabwrgast 
Pnusohaan & .lzilt 

Pembuk.tUlrl Kan!Dr 

Cc,bMg (3 JpJ 

I. Ujian Teori M>silitas 

Fisk,,/ aon l(o,,,/isktll 

PM/I Jp} 

2. Ujian Tcori Bu1arlg 

Usaha(/ Jp) 

3. tiin Prinsip PM, IP 

Perluasan PM~ IP 

RAJl!J 

3. Praktek Manual IP 

Perubahan PM (3 Jp) 

4. Ujl.o.n r.,.,; 1P PM & II' 
l'<!rubah"'1 PM (1 Jp} 

5. Ufam Pmklek Marn.,c,J 

JP l'llrl><t>$<Ut PM (3 

Jp} 

6. UfiM /'Taktc>.: 

SP/PIS£ IP PM /4 Jp} 

l. Simulasi SPIPISE 11' 

PM 12 Jpl 

'2. Prakt<k SPIPJSE IP 

PM (SJpl 

3. UftaJt T,iori 1P PM, IP 

Perluasan PM, IP 

Pen~ 
...,,,,sahoon & I2in 

furnbuka.an Ka.n.!Dr 

l. Pen.tu ran da.n 

Kebijak.art PM 13 Jp) 

2. Pei..yanan Tcrpadu 

$atu Pintu (PTSI'! di 

Bldang Penanaman 
Mod!\l (3 Jpt 

3. Bi<IIUIA Usaha treort 

& PYaktekl 15 Jp) 
4. P'aailitas Fiskal dan 

llonfiskal PM (3 Jpl 

S. Uji,Jn Teori l'emn,ron 

don Kebijal<an PM (l 

Jp} 

6. (/Jion 'hon PT&' di 
Bldo,,g PM (} Jp} 

JUUAT SABTU NDIGGU 

I. lr:ln Usaha l'M. JU l. Ujan Praktek - meninzgalkan 

Peri"'"""" PM, JU Manual IP asrarna. 
Perubahan PM. JU PerubaJwn PM /3 Jp) 

Penuabungan 2. Peng,tndalia.n 
Perusahasn rreorfl Pcla!<r.anl\ft.11 
(3 Jpt (fcoril 14 Jp) 

L 12.in Prinsi.p 

Perubahan PM rreori 
& Pralru:k( {5 Jp) 

2. Pral<Wk Manual IP 
Pcrtu:>.e..'U'I PM.,. JP 
PenUll,bunga.n 

KAM:IS 

l. Pembulcnan 
2. Pene;uahan program 

II Jp) 

3. P<:njela.sa.n Umum 
SPIPISE ( I Jp) 

MIIIGOU 

Tabel l 
URUTAN PEMBELAJARAN 

DIKLAT TEKNIS PELAY ANAN TERPADU SATU PINTU (PTSPJ 

DI BIDANG PENANAMAN MODAL T!NGKAT PERTAMA 
Lama Diktat: 6 Hari, 82 Jam pelatihan@ 45 Menit 
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2) Kehadiran 

Kehadiran adalah kcberadaan peserta di kelas/ternpat pclatihan 

yang ditetapkan oleh penyelenggara selama acara diklat 
berlangsung. 

lndiko.tor kehadiran adalah: 

a) Kehadiran; 
b) Ketepatan hadir di kelas 

Pengamatan dan pcnilaian Disiplin menggunakan format 

sebagaimana tercantum pada Lampiran ll. 

Jndikator yang dinilai dari masing-masing perilaku adalah sebagai 
berikut: 
l) Disiplin 

Disiplin adalah ketaatan dan kcpatuhan terhadap scluruh 

kctentuan yang ditctapkan oleh penyelcnggara. 
lndi.kator disiplin adalah: 

a) Ketepatan penyelesa.ian tugas; 

bJ Ketentuan lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. 

Pengamatan dan penila.ian Disiplin menggunakan format 
seba.gaimana tercantum pada Lampiran ll. 

1) Disiplin 

2) Kehadiran 

3) Prakar-sa 

4) Kerjasama 

A. Peserta 

l. Aspek-aspek yang dinllai terhadap peserta : 

a. Aspek Sikap dan Perilaku 

Unsur sikap dan pcrilaku meliputi: 

Evaluasi yang dilakukan pada Diklat Tcknis PTSP di Bidang 

Penanaman Modal Tingkat Pcrtama meliputi evaluasi terhadap peserta, 
pcngajar dan penyelenggara. 

BAB VU! 

EVALUASI 
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2. Bobot Pcnilaian 
Bobot penilaian adalah: 

a. Aspek Sikap dan Perilaku 15% 

1) Disiplin 4% 

2) Kehadiran 5% 

b. Aspek Penguasa.an Materi 

Unsur penguasaan rnateri mencakup hasil ujian tertulis dan ujian 
presentasi. Indikator penguasaan tcrscbut adalah angka yang 

dlhasilkan dari jawaban peserta dalam ujian tertulis, yang 

dllakukan setelsh mata Diklat disampaikan. Penyelenggaraan ujian 

akhir dilaksanakan oleh Pueat Pcndidlkan dan Pelatihan BKPM. 

Hasil penlla.lan penguasaan materi/ujian tertulis direkap dengan 

menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Ill. 

4) Kerjasama 

Kerjasama adalah kemampuan untuk menyelesaiksn tugas 

secara bersama-eama. 
lndikator kerjasama sdslah: 

a) Menyelesaikan tugas atau latiban bersama dengan orang 

lain secara kooperatif; 

bJ Membina keutuhan dan kekompakan kelompok; 
c) Tidak mendikte atau mendominasi kclompok; 

d) Mau mcncrima perrdapat orang lain. 
Pengarnatan dan penilaian Kerjasama menggunakan format 

scbaga.imana tercantum pada Lampiran II. 

b) Melakukan inisiatif. 

Pengamatan dan penllaian Kcrjasama menggunakan format 

sebagaimana tercantum pada Lampiran IL 

3) Prakarsa 
Prakarsa adalah upaya, tindakan mula-mula yg dimunculkan 

oleh seseorang; inisiatif; ikhtiar. 
lndikator prakarsa adalah: 

a) Melakukan tindakan mula-mula yang diikuti oleh peserta 

lain; 
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3. Cara Penilaian 

a. Nilai tcrendah adalah O (nol} sedangkan nilai tertinggi adalah JOO 
(seratus); 

b. Nilai sikap merupakan nilai dari seluruh unsur sikap dan perilaku, 
yang diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

1) Nilai disiplin (antara O dan 100) dikalikan bobot f4%); 
2) Nilai kehadiran (antara O dan 100) dikalikan bobot (5%); 

3) Nilai prakarsa {antara O dan JOO) dikalikan bobot (3%); 
4) Nilai kerjasama (antara O dan I 00) dikalikan bobot (3%}; 
5) Jumlah nilai butir 1), 2), 3) dan 4) merupakan nila.i sikap dan 

perilaku secara keseluruhan yang direkap dengan menggunakan 

format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV. 

c. Nilai penguasaan materi merupakan nilai dari hasil ujian teori dan 

praktek yang diperoleh dengan cara sebagai berikut: 
I) Nilai ujian teori (antara O dan JOO) dikalikan bobot [40%); 
2) Nilai ujian praktck (antara O dan l 00) dikalikan bobot (60%); 

3) Jumlah nilai butir I) dan 2) merupakan nilai penguasaan materi 

secara keseluruhan yang direkap dengan menggunakan format 

scbagaimana tercantum pada Lampiran V; 

, . 

b. Aspck Penguasaan Materi 85% 
l) Perizinan 70% 

Bidang Usaha 

IP PM dan IP Perluasan 
IP Penggabungan Perusahaan 
lzin Pembukaan Kantor Cabang 

IP Perubahan PM 
Jzin Usaha PM, IU Perluaaan PM, JU Peruba.han PM, 

IU Penggabungan Perusahaan 
2) Nonperizinan : 15% 

Peraturan dan Kebijakan PM 

PTSP di Bidang PM 
Fasilita.s fiskal dan nonfiskal 

Pengendalian Pelaksanaan PM 

3) Prakarsa 3% 
4) Kerjasama 3% 
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2. Penilaian terhadap tenaga pengajar dilakukan oleh peserta dan 
penyelenggara dengan menggunakan Iormat sebagaimana tercanturn 
pada Larnpiran VII. Hasilnya diolah dan disampaikan oleh pcnyelenggara 

J. Kemampuan menjawab pertanyaan; 
· aka d t ·k dan motivasi dalam belajar k. Kemampuan mencipt n aya an 

mengajar. 

Pemberian kesempatan tanya jawab; ). 

B. Tenaga Pengajar 
J. Aspek yang dinilai dari kinerja Tenaga Pcngajar antara lain sebagai 

berikut: 
a. Pencapaian hasil belajar; 
b. Sistematika penyajian; 
c. Pengua.saan materi / substansi; 

d. Kemampuan penyarnpaian materi; 
e. Kesesuaian antara matcri yang disampaikan dengan bahan ajar; 
r. Kehadiran dan ketcpatan waktu sesuai jadwal; 
g. Penggunaan meto<le dan media pembelajaran; 
h. Daya simpati, gaya, sikap dan perilaku terhada.p peserta; 

Apabila nilai rata-rata akhk yang dicapai peserta kurang dari 60 
dinyatakan tidak lulus at.au ketidakhadiran peserta melebihi 10% 
(sepuluh persen] da.ri jumlah jam pelatihan, dinyatakan gugur. 

4. Kualifikasi Kelulusan pescrta ditetapkan sebagai berikut: 
a. Lulus Sangat Memuaskan (Skor: 92,5 - 100); 
b. Lulus Memuaskan (Skor : 85,0 - 92,4); 
c. Lulus Sangat Baik (Skor: 77,5- 84,9); 

d, Lulus Baik (Skor : 70,0 - 77 ,4}; 

e. Lulus Cukup (Skor: 60,0 - 69,9); 
f. Tidak Lulus (Skor: 0 - 5 9,9). 

.__ .. 

d. Jum!ah nilai sikap ditambah nilai basil ujian teori dan praktek 

adalah nilai akhir yang diperoleh peserta yang direka.p dcngan 

menggunekan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI; 
e. Penilaian terhadap peserta dilakuk:an oleh Tim yang dibentuk oleh 

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. 
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Penilaian rerhadap penyelenggara program dilakukan oleh tenaga pengajar 

dan peserta dcngan rnenggunakan format sebagaimana tercantum pada 

Lampiran Vlfl. Hasilnya diolah dan disimpulkan oleh penyclenggara 

sebaga.i bahan masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan 
datang. 

2. Bidang Admialstrasi dan Fasilitasi : 

a. Seminar Kit; 
b. Sikap dan perilaku penyelenggara Diklat dalam memberikan 

pelayanan; 

c. Keccpatan pemberian pe\ayanan; 
d, Perlengkapan audio visual; 

e. Ruang belajar / diskusi; 
f. Fasilitas rne]a, kursi dan susunannya; 

g. Pengaturan waktu istirahat sholat den makan (ishoma) dan coffee 

break; 
h. Konsumsi. 

C. Penyelenggua 
Aspek yang di nilai: 

1. Bidang Edukatif : 

a. Kualit.as bahan ajar; 
b. Metodologi pembelajaran yang digunakan; 

c. Kesesuaian materi/pokok bahasan denganjudul diklat; 
d. Komposisi materi dikJat; 
e. Kurikulum diklat; 

t. Tata urutan pokok bahasan; 
g. Durasi / lama kegiatan penyelenggaraan diklat; 

h. Ketersediaan waktu untuk diskusi dan tanyajawab; 
i. Oisiplin waktu penyelenggaraan. 

kepada Kepalu Pusat Pendidikan dan Pclatihan BKPM dan Tenaga 

Pengajar yang bersangkutan scbagai bahan masukan untuk 

peningkatan kinerjanya pada masa yang akan datang. 
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E. Pasca-Diklat 

1. Diharapkan setelah penyelcnggaraan diklat bernkhir dapat dilakukan 

evaluasi pasca-Diklat terhadap alumni dalam hal : 
a. Sejauhmana para alwnni didayagunakan potensinya dalam rangka 

pelaksanaan pelayanan perizinen dan nonperizman penanaman 
modal di unit PTSP di Bidang Penanaman Model, baik yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pcmcrintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

b. Sejauhmana para alumni mampu menerapkan pengetahuan dan 

kemampuannya dalam melaksanskan tugas-tugas pekerjaan yang 

diembannya; 
c. Sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya dalarn rangka 

pembinaan karir PNS. 
2. Evaluasi Pasca-Diklat dilakuk.an oleh Kepala Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Penyelenggara. 
ka l di t 3. Hasil evaluasi sebaga.imana dimaksud pada ang a as, 

disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyelenggara, dan lnstansi 

Pembina. 
4. lnstansi Pembina Diktat melakukan monitoring dan cvaluasi setiap 

tahun secara menyeluruh terhadap efektivitas program dan 

penyelenggaraan Diklat Teknis P'l'SP di Bidang Penanaman Modal 

Tingkat Pertarna, untuk penyempumaan kcbijakan dan pedornan 

l<urikulum sesuai runnnan perubahari. 

D. Evaluasi Akhir 

l. Evaluasi ekhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan 
peserta, oleh suatu tim yang terdiri dari : 
a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM; 
b. Penanggungjawab harian program Diklat yang berjalan; 
c. Pejabat Kepegawaian lnstansi Penyelenggara; 

d. Penanggungjawab evaluasi program Diklat. 

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM bertindak sclaku Ketua 
Tim Evaluasi Akhir. 

2. Evaluasi akhir dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi 
terhadap aspek sikap dan perilaku serta aspek penguasaan materi. 

3. Nilai sikap dan perilaku serta penguasaan materi direkapitulasi dengan 

pembobotan masing-masing, sehingga rnenghasilkan Nilai Akhir. 
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MUHAMAD CHATIB BASRI 

ttd, 

KEPAl,A BADAN KOORDlNASI PENANAMAN MODAL 

.REPUBLIK lNDONESIA, 

Pedoman ini merupakan acuan bagi Pusat Pendidikan clan 

Pelatihan BKPM untuk menyelenggarakan Diktat Teknis Pclayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama. 

BA13 IX 
PENUTUP 
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MUHAMAD CHATIB BASRI 

ttd. 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

NO. NAMA INSTANSI • n ,, . ~ KEDISIPUNAN KE~DIRAN PRAI<ARSA KERJASAMA 
J 
2 
3 
4 ·- 5 ·- 6 
7 ·- 
8 
9 
10 
11 
12 ---·- 
13 
14 
15 
16 
17 - 

Hari / Tanggal : 
KELAS .• 

DIKLAT PELAYANAN TERPADU SATU PlNTU BIDANO PENANAMAN MODAL 
TINGKAT PERTAMA ANGKATAN . 

WISMA BKPM, Cf PANAS, s.d . 

Penilaian Aspek Sikap don Prilaku 

Lampiran II 
Peraruran Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Rcpublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal 

Tingkat Pertama 
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MUHAMAD CHATIB BASRI 

ttd. 

KEPALA BADAN KOORDlNASl PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

.:.~-~ ·~w.~'.f~o,;§:i;~~c.;."";&-, - ·~"?~~'n~~t]~~~~~ 
t~!.~ --~- --:-,;.;, ... ·.,--\-- r-.,~ ... •• ,., ~ .. ?_ .. ':1-::.. - • ::c _ ..... ~ :;~ ..• ~l~'"""'-,:?..'~.:z)m.~,;-.~.;~~;-:..:!'j J :r .. i;'{df.r,,,-.;_k_,;.'!· ;·.;f,,'c\··;;;.,; ·,,,m if;f, 0,\$~ 
,.- ·--··-~ ~ -,-,, .. ~ >,; -~ .,...._. ·>--s,: ,~ ......... ,L-,r":•·. ·--r---..·~- 

d,<3J ~~l_*~-&~~~$~~:~:~~~~yj~ -:1~~\~:,:~~t;r:·:~::';~h3--::~:_··:1;:_:; .. .)11 

I 

2 

3 - --- 
" 
5 

KELAS •••• 
Hari / Tanggal : 
Mata Ajar 

DIKLAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL 

TING KAT PERTAMA ANGKATAN ..•••.. 

WISMA BKPM, CIPANAS, ••••• s.d •••..•••.••••..•••• 

Pcnilaian Aspek Periguasaan Materi 

Lsmpiran III 
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan 
Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Dan Evaluasi Pcnyclenggaraan 
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal 
Tingkat Pertama 
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MUHAMAD CHA'flB BASRI 

ttd. 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBL!K INDONES!A, 

•J : Jika suatu mata ajar hanya tcrdiri dari Ujlan Teon utau Ujlan l'raktek, mal<a Jurnlah Nila! = nilai ujian 
untuk mata ajar tersebut 

5 

+-----+-----,1-----1------ 
4 

3 
1-----l-- ----11------- ---1--- 1------'--- --./--- 

2 

I 

Harl I Tanggal : 
Mata Ajar 

DIKLAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL 

TINGKAT PERTAMA ANGKATAN . 

WISMA BKPM, CIPANAS, s.d . 

Rekapilulasi Penilaian Aspek Penguasaan Matcri rreori dan J>raktek} 

Lampiran V 
Peraturan KepaJa Baden Koordinasi Penanaman 
Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
J>endidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal 
Tingkat Pertama 



MUHAMAD CIIATIB BASRl 

ttd. 

KEPALA BADAN KOORDJNASI PENANAMAN MODAL 
REPU£3LIK INDONESIA, 

s 

4 

3 

2 

i 

DIKLAT PELAYANA.N TERPADU SATU PINTU BlDANG PF.NAN.AMAN MODAL 

TINGKAT PERTAMA ANGKATAN . 

W1SMA BKPM, CIPANAS, s.d. .. 

Rekapitulasi Penilaian Aspek Sikap Prilaku dan Aspek Penguasaan Materi 

Lampiran vt 
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Bidang Pena.naman Modal 

Tlngkat Pertarna 

·- 



No. Unsur PenilaJan Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l Pencapeian hasil belajar 
'2 Sistematika penyajian 
3 Penzuasaan materi / substansi 
4 Kcmrunpuan pe~ampaian materi 
5 Kesesuaian antara materi yang 

disamoaikan denaan bahan ajru;_ 
6 Kehadiran dan ketepatan waktu sesuai 

iadwal 
Penggunaan metode dan media 

7 pembelajaran (slides, transparan / power 
point, dill 

8 Daya simpati, gaya, sikap dan perilak:,. 
tcrhadao Pescrta 

9 Pemberian kesempatan t~yajawab • 10 Kemampua.n meajawab perlan).'itan 

11 Kemampuan menciptakan daya tarik dan 
motivasi dalam bol'\)ar ~cngajar 

l<riteria .Nilai 

Ku rang l .:.5 

Cukup 6 

Baik 7 

Baik Sekali 8 

Mcmuaskan 9 -10 

Petunjuk Pengisian : 
• Berilah Tanda (VI pada kolom yang sudah di,;edialcan; 
• Kriteria periilaian scbagai berikut : 

Materi : 

Tanggal : 

Narasumber 

EVALUASJTENAGAPENGAJAR 

Lampiran VII 
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan 

Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 

Tcntang Pedoman Dan Evaluasi Penyclenggaraan 
Pendidikan Dan Pelatihan Tekrris Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal 

Tingkat Pertama 

., 



MUHAMAD CHATIB BASRI 

ttd. 

KEPALA SADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLJK INDONESIA, 

-: 
:, 

Catatan dan saran : 
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Ho. Unsur Penilaian Skor 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l Pelayanan panitia 
2 Lay out kelas 

3 Ketersediaan baban Dildat 
4 Kcsiapan serana Diklat 
5 Kenyamanan ruang belajar 

6 Kelengkapan sarana dan prasarana 

-- diklat 
7 Kualitas sarana dan prasarana diklal - 8 Pelayanan sarana ibadah 

9 Kualitas, kualitas konsurnsi dan 
..... pelayan tUUlYa ---- - ·- 10 Kebers.iban kelas, asrama dan !cafeteria 

Kebersihan kamar mandi, toilet, hunian, - 
11 -- dll 

12 Kctersediaan fasilitas olah raga dan 
kesehatan . 

.· 

Kriteria Nilai 

Kurang 1-5 
Cukup 6 

Baik 7 

Baik Sekali 9~J Memuaskan 

Pelunjuk Pengisian : 
• Beri!ah Tanda (") pada kolom yang sudah discdiakan; 
• !Criteria penilaian sebsgai berikut : 

I DIKLAT 

I Tanggal 

EVALUASI PENYELENGOARAAN DlKLAT 

Lampiran Vtll 
Peraturan Kepala Badan Kocrdinasi Penanaman 
Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 
Tentang Pedornan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pcndidikan nan Pelatihan Teknis Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal 
Tingkat Pcrtama 



MUHAMAD CHATJB BASRl 

ttd. 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

-2- 

Catalan, kritik dan. saran : 
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